KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

I —

“dan Taufik Kurnia-

: Dewan ribut sendiri
: Kamis, 04 Mei 2017
: Indo Pos

:ldan7

ewan Ribut Sendiri

Soal Hak Angket,
Pimpinan DPR
Di-MKD-kan

JAKARTA -Sebanyak empat
orang pimpinan DPR RI bakal
dipanggil Mahkamah Kehor-
matan Dewan (MKD) usai re-
ses. Mereka di antaranya Ketua
DPR RI, Setya No-
vanto, Wakil Ketua
DPR RI, Fahri BHarn~
zah, Agus Hermanto,

wan. Hal itu terkait
janji lembaga kede
etik walkdil rakyatda=
lam memproses la-
poran LLSM Masvarakat Anti
Korupsi Indonesia (MAKI).
”Lagi reses. Setiap laporan
yang masuk akan diproses se-
suai mekanisme yang berlaku
dan sesuai tahapan,” ungkap
Sufmi Dasco Ahmad, ketua
MEKD saat dikonfirmasi, (3/5).
Nantinya, sambung politisi
Partai Gerindra itu, MKD akan
memverifikasi pelapor terlebih
dahulu. Usai diverifikasi, MKD
akan mengkaji materi yang dila-
porkan MAKI terhadap empat
pimpinan DPR. "Tahapan perta-
ma verifikasi pelapor. Baru sete-
lah it materinya,” tandasnya.

Setelah pemeriksaan, lanjut
Sufmi, materi bila masuk da-
lam verifikasi pengaduan akan
ditindaklanjuti, tetapi bila ma-
terinya tidak lolos verifikasi
maka pengaduan akan di-drop.
"Materi bila masuk wverifikasi
otomatis para pimpinan itu
kami panggil,” sambung Dasco.

Sementara, Wakil Ketua DPR
RI Taufik Kurniawan mengaku
menyayangkan atas
adanva laporan ke
MKID yang dirinya-
pun ikut terseret.
"Kalau dikatakan
menyayangkan, saya
jugamenyayangkan,
sama seperti Pak
Boyamin (Koordina-
tor MAKI, Boyvamin Saiman,
Red) karena fraksi saya belum
diberikan kesempatan ngo- -
mong. Kalau dianggap tidak
menghalangi, apa palu Pak

* Fahri harus saya rebut dan saya

dorong? Kan tidak juga, nanti
kalau ribut kayak DPD kan re-
pot, rebutan palu,” paparnya
saat dihubungi, Rabu (3/5).
Menurut politikus Partai Ama-
nat Nasional (PAN) itu, para
pimpinan sidang juga kaget saat
Fahri mengetuk palu menge-
sahkan hak angket KPK di si-
dang paripurna, Jumat (28/4)
lala == » Baca Dewan...Hal 7
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"Kita sebenarnya menghin-
dari kegaduhan, tapi kan ke-
marin situasional dan spontan,
sehingga begitu mungkin Pak
Fahri tidak dengar karena in-
terupsi saling rebut, akhirnya
Pak Fahri mengetuk palu. Saya,
Pak Agus dan Pak Novanto juga
kaget karena diberi ruang oleh
Pak Fahri setelah sidang ada
forum fraksi, tapi karena men-

jelang salat Jumat, jadi belum"®.

terwujud,” kilah Taufik,

. Dia mengaku tetap menghor-
mati pemimpin sidang karena
diberikan hak membuat kepu-
tusan. Soal nama Fadli Zon
yang tidak dilaporkan, dirinya
mengatakan, Fadli masih'di
meja pimpinan saat Fahri
mengetuk palu sidang.

"Artinya, saya perlu jelaskan
ke masyarakat. Di pimpinan
ada istilah ketua rapat diberi-
kan wewenang untuk lakukan

‘judgement’ politik untuk me-
mutuskan suatu agenda persi-
dangan. Jadi, seldranya siapa
pun yang memimpin harus kita
hormati,” jelas Taufik.

Walkil Ketua DPR Fahri Ham-
zah santai meski dilaporkan ke

MKD. Menurut dia, adalah hak

semua orang untuk melapor-
kannya. "Itu hak semua orang,
dan orang boleh melakukan
haknya. Tapi itwamenunjukkan
siapa kita.-Mari Kita bermain
dalaim ranah permainan demo-
krasi” tandasnya.

Fahri pun balik mempertany-
akan siapa yang merasa diha-
lang-halangi dengan‘sikapnya.
Fahriheran, yang dikritiknya
adalah KPK tapi yang marah
malah séjumlah lembaga swa-
daya masyarakat. "Kalau saya
jadi penghalang, siapa yg me-
rasa dihalangi? Kenapa saya
kritik KPK yang marah LSM?
Saya curiga LSM kongkaling-
kong,” ungkapnya.

Karena itu, Fahri menegaskan,
jika nanti hak angket berjalan
dia juga akan membuka satu
pola relasi yang tidak sehat,
yang tercipta di kalangan masy-
arakat. Dengan demikian, pen-
ciptaan imajinasi soal korupsi
itu menjadi tidak rasional, mi-
tos dan keluar dari jalur hukum
yang rasional. "Nanti saya bisa
ungkapkan itu, misalnya siapa
yang dapat dana karena setiap
hari memuji KPK. Itu saya tahu
dan ada datanya,” tegasnya.

Fahri mengatakan, juga akan
mempersoalkan pihak-pihak
yang tidak bisa membatasi diri
bahwa kebebasan tidak boleh
dihakimi. "Ini hari kebebasan
pers kita, Kritik yang saya ung-
kapkan ke KPK itu semata-ma-
ta untuk menggairahkan kebe-
basan pers kita. Karena saya
mengkritik KPK itu dari 2005-
2006," katanya.

Diketahui, MAKI telah me-
laporkan empat pimpinan DPR
RI yakni, Fahri Hamzah, Agus
Hermato, Setya Novanto dan
Taufik Kurniawan ke MKD
karena dianggap melanggar
kode etik, Rabu (3/5).

Koordinator MAKI, Boyamin
Saiman menuturkan, ada bebe-
rapa kejanggalan yang terjadi
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saat pengambilan keputusan
hak angketitu. "Pada posisi sya-
rat formil atau persyaratan me-
kanisme dalam pengambilan
persetujuan anggota DPR tidak
memenuhi syarat, mekanisme
dan melanggar tata tertib dan
Undang-Undang MD3, dengan
itu maka pimpinan sidang yang
menjadi ketua saya laporkan ke
MKD," vjarnya di Kompleks
Parlemen, Senayan, kemarin,

Pertama, urai Boyamin, ketika
ada sejumiah anggota DPR yang
menolak usulan hak angket ter-
sebut, tak dilakukan mekanisme
voting. Padahal, pengambilan
keputusan dilakukan dengan
dua cara, yakni aklamasi dan
voting. "Ketika ada yang me-
nolak tapi kemudian bablas itu
kemarin juga tidak voting, maka
menjadi kesulitan risalah rapat-
nya itu kemudian pengambilan
keputusan itu kemarin dengan
cara apa? Akalamasi tidak, kare-
namasih ada yang menolak dan
interupsi,” paparnya.

Kedua, lanjut Boyamin, tidak
dilakukan penghitungan seca-
ra fisik pada saat pengambilan
keputusan. Padahal, dalam
pengambilan keputusan hak
angket harus ada minimal se-
paruh anggota dewan yang

hadir. Selain itu, ada pula sya-
rat ketentuan anggota untuk
menyetujui pengambilan ke-
putusan. Penghitungan terse-
but dinilai tak dilakukan pada
paripurna lalu. "Kemarin kan
banyak kosong, jadi enggak
mungkin ada separuh. Kenapa
tidak dihitung? Karena pasti
kalau dihitung kelihatan be-
langnya," tuturnya.

Ketiga, kata Boyamin, takada
lobi yang dilakukan meski ada
fraksiyang tidak setuju dengan
usulan fersebut, Seldin tak
melakukan lobi, tak ada pula
penundaan sidang karena ra-
pat tak dihadiri separuh anggo-
ta dewan. "Jadi pimpinan i-
dang itu sudah salah sejak awal
ketika tidak melakukanvoting.
Terus juga tidak menghitung
jumlah yang hadir kemudian
tidak meminta skorsing untuk
dilakukan lobi” kata Penasthat
Hukum Antasari Azhar itu,

Kejanggalan keempat, Boya-
min menambahkan, penyam-
paian usulan hak angket tak
didahului penyampaian daftar
nama pengusul, Contohnya,
pada saat pengajuan hak ang-
ket Bank Century. Saat-itu,

meski beranggotakan hampir

100 orang, nama-nama pendu-

kung hak angket tetap dibaca-
kan. Sedangkan pada hak ang-
ket KPK, nama-nama tersebut
seolah disembunyikan bahkan
jumlah pengusul sempat sim-
pang siur.

Adapun Fadli Zon, kata

Boyamin, tak ikut dilaporkan
karena mengikuti fraksinya
yang meninggalkan ruang ra-

-wspat. Tiga pimpinan DPR lain-

nya dinilaiak berupaya men-
cegah Fahri Hamzah, selaku
pimpinan rapat, agar tak sem-
barangan mengetuk palu per-
setujuan, "Mestinya juga mere-
ka mengingatkan atau kalau
perlu mengambil alih palu,
Mestinya kalau tidak mampu
mencegah Pak Fahri Hamzah
bablas, mestinya tiga yang lain
jugawalk out (WO), Tapi mem-
biarkan dan duduk manis di
depan maka itu juga turut
Teradu, tutupnya.

Belum Ada Utusan Fraksi
Hak angket DPR atas KPK su-
dah memasulki tahapan pem-
bentukan panitia khusus,
Namun, belum semua fraksi di
DPR mengutus anggotanya
untuk duduk di dalam pansus.
Terlebih lagi enam fraksi me-
nyatakan menolak pengusulan

hak angket itu. Lantas apakah
pansus tetap bisa berjalan jika
tidak semua fraksi mengirim

~anggota di pansus?

Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah mengaku belum men-
dapatkan informasi secara
resmi soal syarat pembentukan
pansus. Namun, ketika paripu-
na sudah menyetujui penggu-
naan pansus maka kelaziman-
nya adalah seluruh fraksi men-
girimkan anggotanya. Hal itu
untuk membahas arah pemba-
hasan pansus nantinya.
"Sehingga di sanalah nanti dip-
utuskan secara bersama-sama
tentunya pansus mau diarah-
kan ke mana,” ujarnya di ge-
dung DPR, Jakarta, kemarin,

Karenanya, Fahri berharap
pansus berjalan ke kaedah
yang benar sesuai yang diing-
inkan semua pihak. Fahri pun
berharap dgar semuanya me-
mandang positif soal hak ang-
ket ini. Politikus itu juga men-
gimbau agar semua fraksi
mengutus anggotanya di pan-
sus. "Maka sebaiknya semua
anggota fraksi mengirimkan
perwakilannya, Apa pun yang
terjadi itu dibahas di dalam
pansus,’ katanya. (aen/boy/
jpnn)
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